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Papua Tengah, 3 Mei 2024
Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua
Tengah dalam Perkara Nomor 281- Kepada

02-14-36/PHPU.DPR-DPRD- Yang Mulia Ketua Mahkamah
XX11/2024 Konstitusi Rl

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Markus Madai

Pekerjaan/Jabatan  : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
2. Nama : Meky Tebai
Pekerjaan/Jabatan  : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
3. Nama : Yonas Yanampa

Pekerjaan/Jabatan  : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,

Papua Tengah

4. Nama : Melianus Julius Korisano



Pekerjaan/Jabatan  : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,

Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir)
yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi
keterangan dalam Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD- XXI1/2024 yang
dimohonkan oleh Bartolimeus Mirip Nomor Urut 2 sebagai perseorangan calon
Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Tengah II,
Provinsi Papua Tengah.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah
menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Provinsi Papua Tengah,
DPRD Provinsi Dapil Il Provinsi Papua Tengah terhadap perbedaan
penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Terdapat Laporan Nomor 052/REG/PL&PP/01.01/33.29/111/2024 tanggal 7

Maret 2024 [vide Bukti PK.36-1] yang pada pokoknya pada tanggal 23

Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Status Laporan

Nomor 141/PEMB-STL/PL/01.01/33.29/1V/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang

pada pokoknya Laporan tidak memenihi syarat Formal dan Materiel [vide Bukti

PK.36-2].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang
dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa selisih Perolehan Suara Pemohon sebanyak 24.870 suara dan

suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan sebanyak 24.870 suara,

sedangkan menurut Termohon 0 suara, penghilangan suara Pemohon di 3

(tiga) Distrik, pengurangan suara Pemohon dihilangkan oleh oknum



anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan

suara (PPS), berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten intan jaya telah menerbitkan surat
himbauan dengan nomor : 052/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/11/2024 pada
tanggal 20 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-3] yang pada pokoknya
menghimbau kepada Pandis agar mengeluarkan Himbauan kepada
PPD Agar menerangkan tentang Pemungutan atau rekapitulasi suara
harus di lakukan secara mekanisme pemilihan yaitu, melalui KPPS,
PPS dan PPD yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, dan
Dalam merekapitulasi suara di tingkat distrik harus di lakukan oleh
penyelenggara dalam hal ini KPPS,PPS dan PPD.

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten intan jaya telah melakukan pengawasan
dengan Nomor: 0130/LHP/.01.01/Kab.PT/08/111/202 [vide Bukti
PK.36-4] yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses
rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya 8
Ketua PPD dari 8 distrik dan 30 Anggota tidak hadir, dan hanya 2
anggota PPD yang hadir saat pleno distrik pada tanggal 2 Maret
2024. bahwa Alasan ketidakhadiran mereka tidak disampaikan secara
resmi. oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan 8
ketua dan 32 Anggota PPD tersebut karena tidak hadir tanpa alasan
yang jelas.

1.3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan 3 distrik tersebut mana saja,
sehingga berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah
sesuai dengan D.Hasil Kabupaten/Kota D.Provinsi Papua Tengah
[vide Bukti PK.36- 5 dan Bukti PK.36- 6 ], sebagai berikut:

Nama Calon D.Hasil D.Hasil Provinsi
Kabupaten/Kota
Bartolimeus Mirip 0 0

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya
sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya masing-masing Distrik, sebagai
berikut: Vide Bukti PK.36-7, Vide Bukti PK.36-8, Vide Bukti



PK.36-9, Vide Bukti PK.36-10, Vide Bukti PK.36-11, Vide Bukti PK.36-

12, Vide Bukti PK.36-13, dan Vide Bukti PK.36-14.

Distrik Sugapa

Nama Calon

Perolehan Suara

Bartolimeus Mirip

0

Distrik Homeyo

Nama Calon

Perolehan Suara

Bartolimeus Mirip

0

Distrik Wandai

Nama Calon

Perolehan Suara

Bartolimeus Mirip

0

Distrik Biandoga

Nama Calon

Perolehan Suara

Bartolimeus Mirip

0

Distrik Agisiga

Nama Calon

Perolehan Suara

Bartolimeus Mirip

0

Distrik Hitadipa

Nama Calon

Perolehan Suara

Bartolimeus Mirip

0

Distrik Ugimba

Nama Calon

Perolehan Suara

Bartolimeus Mirip

0

Distrik Tomosiga

Nama Calon

Perolehan Suara




Bartolimeus Mirip 0

Bahwa terkait dengan suara Pemohon (3) Distrik sebanyak 24.870 Suara.

Pengurangan Suara tersebut karena suara Pemohon dirampok dan/atau
dihilangkan oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Anggota

Panitia Pemungutan Suara (PPS), berikut penjelasan Bawaslu Papua

Tengah:

3.1

Bahwa terdapat Laporan Nomor
052/REG/PL&PP/01.01/33.29/111/2024 tanggal 7 Maret 2024 [vide
Bukti PK.36-1] yang pada pokoknya pada tanggal 23 Februari
2024, masyarakat dari 10 Kampung Distrik Agisiga melaksanakan
musyawarah di lapangan sepak bolak Yokatapa Distrik Sugapa dalam
musyawarah PPD hanya melakukan musyawarah untuk pemilihan
DPRD sementara Caleg DPRPT, DPR RI, dan DPD tidak dibuka
ruang (ditutup), pada tanggal 27 Februari 2024, 3 anggota PPD
menghilang, maka masyarakat bersama PPS dan PPL serta Pandis
menyepakati 13.727 suara dari Distrik Agisiga diikat untuk
Bartolimeus Mirip caleg DPRDPT Partai Demokrat, pada Pleno KPU
Kabupaten Intan Jaya tanggal 2 Maret 2024, PPD Agisiga tidak
lengkap dan membacakan 13.727 suara untuk Bartolimeus Mirip.
Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya melakukan Kajian Awal
Dugaan Pelanggaran Nomor 052/TM/PL/01.01/08/111/2024 tanggal
11 Maret 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan tidak memenubhi
syarat formal dan materiel karena menurut Bawaslu Kabupaten
Intan Jaya laporan a quo tidak disertai video kesepakatan bersama
dan/atau dokumen dihadap masyarakat (tokoh masyarakat, PPS
dan PPL serta Pandis) hal mana suara diberikan kepada Pelapor
hanya pernyataan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat
dalam hal ikat suara, terlebih dalam musyawarah PPD hanya
melakukan musyawarah untuk pemilihan DPRD sementara Caleg
DPRPT, DPR RI, dan DPD tidak dibuka ruang (ditutup) [vide Bukti
PK.36-1]. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan
Status Laporan Nomor 141/PEMB-STL/PL/01.01/33.29/IV/2024



3.2

tanggal 12 Maret 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak
memenuhi syarat Formal dan Materiel [vide Bukti PK.36- 2].

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah perlu menjelaskan tidak
terdapat Laporan khususnya Bartolimeus Mirip Nomor Urut 2
sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai
Demokrat Daerah Pemilihan Papua Tengah Il terkait dengan
Pengurangan suara karena suara Pemohon dirampok dan/atau
dihilangkan oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).



Demikian Keterangan Bawaslu Papua Tengah yang dibuat dengan

sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Tengah.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Tengah

—

Melianus Julius Korisano




